Sistem Akuntansi No. 12: Akuntansi Aset Lainnya

LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2014
TANGGAL : 30 MEI 2014

SISTEM AKUNTANSI NOMOR 12
AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM
1. Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan
Neraca Awal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
dinyatakan bahwa aset lainnya merupakan aset Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak dapat diklasifikasikan
sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan
dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang
cukup penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa
potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi
terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas
dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi
laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi
suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan
aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki
karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran

maupun pengungkapannya.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan

sebagai berikut:
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Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Sewa

Kerjasama Pemanfaatan

Bangun Guna Serah

Bangun Serah Guna

Aset Tidak Berwujud Goodwill

Lisensi dan Frenchise

Hak Cipta

Paten

Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Lain-lain Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa
aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa
lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

a. Tagihan jangka panjang;

b. Kemitraan dengan pihak ketiga; dan

c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

a. Aset tak berwujud; dan

b. Aset lain-lain.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT
1. Pihak-Pihak Terkait PPKD
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya
pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPKD (PPK-PPKD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD).
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a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-PPKD

melaksanakan fungsi akuntansi pada PPKD yang memiliki

tugas sebagai berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset
lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening
(rincian objek).

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. PPKD

Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, PPKD mempunyai

tugas menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum

diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang

dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.

2. Pihak-Pihak Terkait Pada SKPD
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya
pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara
Pengeluaran SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PA/KPA).
a. PPK-SKPD
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD
melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas
sebagai berikut:
1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset
lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening

(rincian objek).
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3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara

Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan

menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang

terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset
lainnya ke PPK-SKPD.
c. Bendahara Pengeluaran SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara

Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan

menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang

terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset
lainnya ke PPK-SKPD.
d. PA/KPA

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PA/KPA memiliki

tugas:

1) Menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum
diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi
yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD pada PPKD
(PPK-PPKD).

2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab
PA/KPA.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
1. Dokumen pada PPKD
Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi

aset lainnya pada PPKD:
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Tagihan Jangka | Tagihan penjualan Kontrak/Perjanjian
Panjang Angsuran : Penjualan secara
a. penjualan Kendaraan Angsuran/Berita
Perorangan Dinas Acara Penjualan
Kepada Gubernur yang
Kalimantan Tengah Dipersamakan.
b. penjualan Rumah
Golongan III
Tuntutan Ganti Kerugian | Keputusan
Daerah Pembebanan
dan/atau
Dokumen yang
Dipersamakan

Kemitraan Sewa Kontrak/Perjanjian
dengan Sewa yang
Pihak Ketiga dipersamakan
Kerjasama Pemanfaatan Kontrak/perjanjian
Kerjasama —

Pemanfaatan/dokume
n yang dipersamakan

Bangun Guna Serah (BOT)

Kontrak/Perjanjian
Kerjasama-
BOT/Dokumen yang
dipersamakan

Bangun Serah Guna (BTO)

Kontrak/Perjanjian
Kerjasama-BOT &
BAST/Dokumen yang
dipersamakan

Aset
lain

Lain-

Restricted Cash

Per-
KDH/ SP2D/Dokumen
yang dipersamakan

2. Dokumen Pada SKPD

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntasi

Aset lainnya pada SKPD:

Aset tidak | Lisensi dan Frenchise Surat/[jin dari
berwujud pemegang
Haki/Dokumen
yang dipersamakan
Hak cipta Haki/Dokumen
yang dipersamakan
Paten Haki/Dokumen
yang dipersamakan
Aset Tidak  Berwujud | Dokumen
Lainnya menyesuaikan
Aset Lain-Lain Barang Rusak  dalam

Proses Penghapusan
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JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1.

Jurnal Standar dan Ilustrasi pada PPKD
a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan

angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang
dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah secara angsuran kepada
pegawai/Gubernur Kalimantan Tengah Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah. Contoh tagihan penjualan angsuran
antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas
kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan penjualan
rumah golongan III kepada pegawai.

Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual
adalah aset tetap yang dikuasai oleh SKPD. Sebelum proses
dipindah tangankan/dijual, SKPD “menghapus” dari
pembukuannya dengan mekanisme SKPD akan
menyerahkan aset tersebut kepada PPKD. PPKD menerima
pelimpahan aset yang hendak dijual ini dengan
mencatatnya sebagai aset tetap/barang milik daerah yang

akan dijual.

Selanjutnya, ketika PPKD melakukan penjualan aset ini
secara angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD akan
membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran
berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan
angsuran. Jurnal ini mencatat “Tagihan Penjualan
Angsuran” di debit dan “Surplus Penjualan Aset Non
Lancar” serta “Aset Tetap” di kredit (asumsi harga jual lebih
besar daripada nilai buku barang yang dijual). Besaran
tagihan penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai
yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian

penjualan.
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Jurnal Standar — Tagihan Penjualan Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode q q q
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Tagihan penjualan XXX
Akumulasi Penyusutan
XXX XXX

Gedung dan Bangunan

Surplus penjualan
XXX Aset Gedung dan XXX
Bangunan - LO

Aset Tetap — Gedung
dan Bangunan

Jika penguasaan aset tetap yang dijual berada dibawah
penguasaan SKPD maka sebelum dilakukan jurnal tersebut
diatas harus dilakukan pencatatan atas pengembalian
SKPD ke PPKD. Fungsi
akuntansi PPKD dan PPK-SKPD melakukan jurnal atas

penguasaan aset tetap dari
pengembalian penguasaan aset tetap tersebut sebagai
berikut:

Jurnal Standar - Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap

dari SKPD ke PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD - Jurnal LO dan Neraca:

Nomor Kode q q .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
Aset Tetap — Gedung
XXX XXX XXX XXX
Dan Bangunan
XXX RK SKPD XXX
Akumulasi
XXX Penyusutan Gedung XXX
dan Bangunan
PPK-SKPD - Jurnal LO dan Neraca:
Nomor Kode q q .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX RK PPKD XXX
XX Akumulasi Penyusutan XX
Gedung dan Bangunan
Aset Tetap — Gedung
XXX XXX
dan Bangunan

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang
maka setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi PPKD akan
melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang

akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi PPKD akan

melakukan reklasifikasi dengan jurnal:
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Jurnal Standar — Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan

ke Bagian Lancar Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode q q .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
Bagian Lancar Tagihan
XXX XXX XXX Penjual Angsuran — XXX
Rumah Dinas
Tagihan Angsuran
XXX . XXX
Penjualan

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran,

maka fungsi akuntansi

PPKD melakukan penjurnalan

sebagai  berikut (misalkan angsuran per bulan
Rp.1.000.000,00):
Jurnal LO dan Neraca
Nomor Kode q q .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
Bagian Lancar
XX Tagihan Angsuran XX
Penjualan — Rumah
Dinas
Jurnal LRA
Tanggal oo LR Uraian Debit Kredit
g8 Bukti Rekening
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
Pendapatan —
Angsuran/Cicilan
X Penjualan Rumah X
Dinas - LRA

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti
kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat
dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada
daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
(TGR) ini diakui ketika
dokumen  yang

dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut,

Tuntutan Ganti Kerugian

putusan Pembebanan  dan/atau
fungsi akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan
tagihan tuntutan kerugian daerah. Fungsi Akuntansi PPKD

akan mencatat “Tuntutan Ganti Kerugian Daerah” di debit
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dan “Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO” di

kredit.
Jurnal Standar — Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode q . q
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
Tuntutan Ganti Kerugian
XXX XXX XXX Daerah terhadap Pegawai XXX

Bukan Bendahara
Pendapatan Tuntutan
Ganti Kerugian

XXX Daerah terhadap XXX

Pegawai Bukan

Bendahara — LO

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset non
lancar, atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk
mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu
tahun ke depan, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan

reklasifikasi di setiap akhir tahun dengan jurnal:

Jurnal Standar - Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal

Nomor
Bukti

Kode
Rekening

Uraian

Debit

Kredit

Bagian Lancar Tuntuan
Ganti Kerugian Daerah
terhadap Pegawai Bukan
Bendahara

Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah
terhadap Pegawai
Bukan Bendahara

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena

kasus TGR ini, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal Standar — Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal NBC::E:’: Rell{:zgn‘:ng Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
Bagian Lancar
Tuntutan Ganti
XXX Kerugian Daerah XXX
terhadap Pegawai
Bukan Bendahara

*) Jurnal ini dibuat setiap bulan saat ada transaksi pembayaran cicilan TGR
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Jurnal LRA
Tanggal I\IB‘::;:; Rell{::‘:sng Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
Pendapatan Tuntutan
Ganti Kerugian
XXX Daerah terhadap XXX

Pegawai Bukan

Bendahara — LRA

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah

yang dimilikinya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain

dengan prinsip saling menguntungkan sesuai

perundang-undangan. Kemitraan ini bisa berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

peraturan

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,
yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap
menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa. Pada saat
perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak,
fungsi akuntansi PPKD akan mereklasifikasi dari Aset

Tetap ke “Aset Lain-lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga”.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak

Ketiga—Sewa

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal I\IB‘::;::’; Rell{::‘:sng Uraian Debit Kredit
Kemitraan dengan Pihak
XXX XXX XXX Ketiga — Sewa Tanag XXX
Kantor
XX Aset Tetap — Tanah XX
Lapangan Olahraga

Hasil dari kerjasama berupa uang sewa akan diakui
sebagai pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
Daerah — LO”.

Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi

akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal NBC::E:’; Rell{:zgn‘:ng Uraian Debit Kredit
Xxx XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
Hasil dari
XX Pemanfaatan XX
Kekayaan Daerah —
Sewa — LO

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
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2)

3)

Jurnal LRA
Nomor Kode . q q
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
Hasil dari
Pemanfaatan
X Kekayaan Daerah — o
Sewa — LRA
Pada masa perjanjian kerjasama  berakhir, aset
kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan
Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi PPKD akan

menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode q q q
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
Aset Tetap — Tanah
XXX XXX XXX XXX
Lapangan Olahraga
Kemitraan dengan
XXX Pihak Ketiga — Sewa XXX
Tanah Kantor

Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan
bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan
barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah
bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada
saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan
perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset

kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

Bangun Guna Serah — BGS (Build, Operate, Transfer—-BOT)
Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca

Awal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

menyebutkan bahwa BGS adalah suatu bentuk kerjasama

berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak

ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
lain berikut

mendirikan bangunan dan/atau sarana

fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
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4)

waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan
dan atau sarana lain Dberikut fasilitasnya kepada
pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang
disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini
pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing
pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada pihak
ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset
yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset
Tetap.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak

Ketiga— Bangun Guna Serah - BGS/BOT

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode 3 . .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit

Kemitraan dengan Pihak
Ketiga — Bangun Guna

o o o Serah/BGS (BOT) atas o
Tanah Kantor
Aset Tetap — Tanah
XXX XXX

Lapangan Olahraga

Bangun Serah Guna — BSG (Build, Transfer, Operate—BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca
Awal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
menyebutkan bahwa BSG adalah pemanfaatan aset
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah oleh pihak
ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun
tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset
tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan
gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan
siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disertai dengan

kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk

Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
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melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.
Pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak

Ketiga— Bangun Serah Guna - BSG/BTO

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal I\IB‘::;:; Rell{::‘:sng Uraian Debit Kredit
Kemitraan dengan Pihak
Ketiga — Bangun Serah
XXX XXX XXX Guna/BSG (BTO) atas XXX
Tanah Lapangan &
Gedung Olahraga
XX Aset Tetap — Tanah XX
Lapangan Olahraga
Utang Jangka Panjang
Lainnya — Utang
XXX XXX

Kepada Pihak Ketiga
BGS/BTO

c. Aset Tidak Berwujud

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud

menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset

non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan

merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah. Aset ini sering dihubungkan

dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan

fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh

dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud

terdiri atas:

a) Goodwill;

b) Hak Paten atau Hak Cipta;

c) Royalti;

d) Software;

e) Lisensi;

f) Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka
Panjang;

g) Aset Tak Berwujud Lainnya;

d. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.
Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, maka fungsi

akuntansi SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak
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berwujud. Jurnal tersebut mencatat “Aset Tidak Berwujud” di
debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” (UP/GU/TU) atau
“RK PPKD” di kredit (LS) berdasarkan dokumen sumber yang
relevan.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode q q .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Aset Tidak Berwujud — Software XXX
XXX RK PPKD XXX
Jurnal LRA
Nomor Kode q o .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
Belanja Barang dan Jasa
o o o Konsultasi — Software X
XXX Perubahan SAL XXX

Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak
berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset
yang bersangkutan (Asumsi ada masa manfaatnya) disebut

amortisasi.

Amortisi terhadap aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan
berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun
dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan
yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi
yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas
atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika
pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengahdapat menggunakan metode garis
lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan
mencatatat “Beban Amortisasi” di debit dan “Akumulasi

Amortisasi” di kredit

Jurnal Standar Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode q q 5
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Beban Amortisasi - Software XXX
Akumulasi Amortisasi
XXX XXX
Software
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d. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-
lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang,
dan/atau ast tetap yang tidak digunakan karena sedang
menunggu proses pemindahtanganan (Proses penjualan, sewa

beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan
aktif = Pemerintah  Provinsi Kalimantan Tengah dan
direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset
direklasifikasi menjadi aset lainnya, fungsi akuntansi SKPD
akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan
penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang
direklasifikasi. Jurnal tersebut mencatat “Aset lain-lain” dan
“Akumulasi Penyusutan” di debit serta “Aset tetap (sesuai
rincian objek) di kredit berdasarkan dokumen sumber yang

relevan.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal l;"::;::ir Rell{:‘:tlsng Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Aset lain-lain — Traktor Rusak XXX
XXX Akumulasi Penyusutan Alat-alat XX
Besar Darat - Traktor
XX Alat-alat besar Darat - XX
Traktor

E. Akuntansi Aset Lainnya pada PPKD
Sistem dan prosedur akuntansi aset lainnya pada PPKD meliputi
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi
yang terkait dengan aset lainnya berupa tagihan jangka panjang,
kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain.
1. Tagihan Jangka Panjang
a. Tagihan Penjualan Angsuran
Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah
aset tetap SKPD yang sudah dihapus/tidak digunakan oleh
SKPD. Setelah dihapus/dikembalikan penguasaannya dari
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pembukuan SKPD, SKPD akan menyerahkan aset tersebut
kepada PPKD. PPKD menerima pelimpahan aset tetap yang
hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset tetap.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen transaksi terkait
penjualan berupa perjanjian/berita acara penjualan aset
secara angsuran, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat
“Tagihan Penjualan Angsuran..... (sesuai rincian objek)” di
debit sesuai nilai yang tertera pada berita acara penjualan,
dan “Aset Tetap ... (sesuai rincian objek)” di kredit sesuai
nilai bukunya. Selisih nilai penjualan dan nilai buku aset ini
dicatat sebagai “Surplus Penjualan Aset non Lancar” di

kredit jika selisihnya positif.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal NBC:,EE; Rell{:z‘:l‘ieng Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Tagihan Penjualan Angsuran XXX
XX Surplus Penjualan Aset XX
Tetap .... - LO
XXX Aset Tetap .... XXX

Jika selisih nilai penjualan dan nilai buku aset bernilai
negatif, maka selisih ini dicatat sebagai “Defisit Penjualan

Aset Non Lancar” di debit.

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode

Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Tagihan Penjualan Angsuran XXX
Defisit Penjualan Aset Tetap ....
XXX XXX
-LO
XXX Aset Tetap ....

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang
maka setiap akhir tahun fungsi akuntansi PPKD akan
melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan
jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti
memorial, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan

reklasifikasi dengan jurnal:
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Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode 3 q q
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
Bagian Lancar Tagihan
XXX XXX XXX Penjualan Angsuran — Rumah XXX
Dinas
Tagihan Penjualan
XXX XXX
Angsuran

Jika pembeli/pegawai

tersebut melakukan pembayaran

angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD melakukan
penjurnalan sebagai berikut:
Jurnal LO dan Neraca
Nomor Kode q q 5
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
Bagian Lancar Tagihan
XXX . XXX
Penjualan Angsuran - .....
Jurnal LRA
Nomor Kode q q 5
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
Pendapatan —
XXX Angsuran/Cicilan XXX
Penjualan .... - LRA

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Laporan kasus kerugian daerah dilaporkan oleh kepala
unit/satuan kerja yang bersangkutan kepada majelis
melalui kepala sekretariat untuk diperiksa dan dibuat Surat
Keputusan SKTJM. Surat keputusan SKTJM ini selanjutnya
diserahkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk
ditandatangani. SKTJM yang telah ditanda tangani ini

selanjutnya diserahkan kepada pegawai yang tertuntut

melalui kepala wunit/satuan kerja. Jika SKTJM telah
melewati masa waktu jatuh tempo, maka selanjutnya
diterbitkan = SKP2K  (Surat Keputusan Pembebanan

Penggantian Kerugian) kepada Pegawau yang tertuntut.

Berdasarkan SK-SKTJM dan SKP2K ini, fungsi akuntansi
PPKD akan mengakui tagihan tuntutan kerugian daerah

dengan jurnal:
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Jurnal LO dan Neraca

Tanggal I\IB::;:,; Rell{::‘:sng Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Tuntutan Ganti Kerugian Daerah XXX
Pendapatan Tuntutan Ganti
XXX Kerugian Daerah terhadap .... XXX
-LO

Tagihan ini bersifat jangka panjang, oleh karenanya setiap

akhir tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan
reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh

tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti

memorial, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan
reklasifikasi dengan jurnal:
Jurnal LO dan Neraca
Nomor Kode 3 3 o
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
Bagian Lancar Tuntutan Ganti
XXX XXX XXX . XXX
Kerugian Daerah ....
Tuntutan Ganti Kerugian
XXX XXX
Daerah ....

Ketika pegawai yang terkena kasus TGR ini melakukan

pembayaran angsuran, maka, berdasarkan bukti

setor

berupa STS/yang dipersamakan, fungsi akuntansi PPKD

akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal I\IB::;:,; Rell{::‘:sng Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
Bagian Lancar Tuntutan
XX Ganti Kerugian Daerah XX
terhadap Pegawai Bukan
Bendahara
Jurnal - LRA
Tanggal NBC:E:; Re!l{:ztxln‘ieng Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
Pendapatan Tuntutan
XXX Ganti Kerugian Daerah .... XXX
- LRA

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua
pihak, fungsi akuntansi PPKD akan mereklasifikasi “Aset
Tetap” menjadi “Kemitraan dengan Pihak Ketiga” dengan

jurnal:
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Jurnal LO dan Neraca

Nomor

Kode

Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX
XXX Aset Tetap - .... XXX

Hasil dari kerjasama berupa uang tunai akan diakui sebagai

pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah -

LO”. Berdasarkan nota kredit yang diterima dari bank,

fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode Aq q .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
X% Hasil dari Pemanfaatan XX
Kekayaan Daerah - .... - LO
Jurnal LRA
Nomor Kode Aq q .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX
Hasil dari Pemanfaatan
XXX Kekayaan Daerah - .... — XXX

LRA

Setelah masa perjanjian berakhir, aset kerjasama/kemitraan

harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah. Berdasarkan Berita Acara Serah

fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Terima (BAST),

Nomor Kode q q .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Aset Tetap XXX
Kemitraan dengan Pihak
XXX . XXX
Ketiga - ....
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Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan

lainnya di PPKD:

aset

N Transaksi Pencatatan Oleh SKPD Pencatatan Oleh PPKD
o Uraian Debit | Kredit Uraian Debit | Kredit
1 Tagihan
Penjualan
Angusaran
Saat penjualan Tagihan Angsuran
Aset Tetap Penjualan o
Surplus penjualan
Aset Gedung dan XXX
S Tidak ada Bangunan - LO
Jurnal Aset Tetap -
Gedung dan XXX
Bangunan
Tagihan Angsuran X
Tidak ada Penjualan
Defisit Defisit Penjualan Aset
Jurnal XXX
Non Lancar
Aset Lain-Lain .... XXX
Jika penguasan Fungsi Akuntansi
Aset Tetap yang PPKD :
dijual berada Aset Tetap — Gedung xx
dibawah & Bangunan
penguasan RK SKPD XXX
SKPD maka Aset Lain-Lain
sebelum (Berupa Gedung & XXX
dilakukan Bangunan)
penjualan maka Aset Tetap —
harus Gedung & Xxx
dilakukan Bangunan
pengembalian PPK-SKPD :
atas RK SKPD XXX
penguasaan Aset Tetap —
aset tetap dari Gedung & XXX
Bagian Lancar
Saat piutang Tidak ada ’ll;ag{hz? HNTETET X
Jatuh Tempo Jurnal camaan ...
Tagihan Angsuran
Penjualan o
Kas di Kas Daerah XXX
Bagian Lancar
Tagihan Angsuran XXX
Saat . .
bavaran T1§ak ada Penjualan ...
pembay: jurnal Perubahan SAL XXX
angsuran
Pendapatan
Angsuran/Cicilan XXX
Penjualan ... - LRA
2 | Tagihan
Tuntutan
Kerugian Daerah
Tuntutan Ganti S
Saat Kerugian Daerah ...
Tidak ada Pendapatan
Pengakuan . .
TGR jurnal Tuntu.tan Ganti Xxx
Kerugian Daerah
...—LO
Bagian Lancar
Saat Piutang Tidak ada Euntu.t 21 i o
. erugian Daerah ...
Jatuh Tempo jurnal -
Tuntutan Ganti Xxx
Kerugian Daerah ..
Kas di Kas Daerah XXX
Bagian Lancar
Tuntutan Ganti XXX
Saat Tidak ada Kerugian Daerah ..
pembayaran . al Perubahan SAL XXX
Ganti Rugi Jum Pendapatan
Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah .. X
—LRA
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N Transaksi Pencatatan Oleh SKPD Pencatatan Oleh PPKD
o Uraian Debit | Kredit Uraian Debit | Kredit
3 | Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga
Saat Aset .lainnya -
Kemitraan K.emltraar.l dengan XXX
. Pihak Ketiga ...
Ditanda ; -
Aset lain-lain XXX
Kas di Kas Daerah XXX
Hasil dari
Pemanfaatan xx
Saat Hasil E{(Ielléayaan Daerah ..
K?mlj(raan Perubahan SAL XXX
Diterima - >
Hasil dari
Pemanfaatan
Kekayaan Daerah o
... - LRA
Aset Lain — lain XXX
Saat Kemitraan dengan
Kemitraan Pihak Ketiga o
Berakhir Aset Tetap XXX
Aset Lain-Lain XXX
Saat Aset Aset Tetap XXX RK SKPD XXX
Dikembalikan RK PPKD XXX Aset Teta XXX
ke SKPD p

F. Prosedur Akuntansi Aset Lainnya pada SKPD

Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPD meliputi pencatatan
dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait
dengan aset lainnya berupa aset tidak berwujud dan aset lain-lain
1. Aset Tidak Berwujud
Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan
olehSKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak
berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita

acara serah terima, dengan menjurnal:

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode q q .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Aset Tidak Berwujud XXX
XXX Utang Belanja .... XXX

Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak berwujud
tersebut, PPK-SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan
dokumen terkait, misal TBP atau SP2D-LS, dengan mencatat
“Utang Belanja” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di
kredit jika dibayar menggunakan uang UP/GU/TU atau “RK
PPKD” di kredit jika pembayaran dilakukan dengan mekanisma
LS.
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Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja - Aset Tidak
Berwujud pada SKPD.

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS

(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca

Nomor Kode

Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Utang Belanja XXX
XXX Kas di Bendahara Pengeluaran XXX
Atau
Jurnal LO dan Neraca
Nomor Kode q q .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Utang Belanja .... XXX
XXX RK PPKD XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset

tidak berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat “Belanja Barang

dan Jasa -...” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit dengan
jurnal:
Jurnal LRA
Nomor Kode 3 q .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Belanja Barang/Jasa ... XXX
XXX Perubahan SAL XXX

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening

anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 20006)

Jurnal LRA
Nomor Kode q q .
Tanggal Bukti Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Belanja Barang/Jasa ... XXX
XXX Perubahan SAL XXX

2. Aset Lain-Lain
Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang
sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK - SKPD
membuat bukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran
dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan
menjurnal “Aset Lain-Lain” di debit sebesar nilai buku aset tetap
yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan “Akumulasi
Penyusutan - ...” di debit serta “Aset Tetap - ...” di kredit untuk

mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain.
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Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain pada SKPD

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal l\g‘:::::ir Rell{:::‘:i;ng Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Aset Lain-lain .... XXX
XXX Akumulasi Penyusutan ... XXX
XXX Aset Tetap ... XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di

SKPD:
N Transaksi Pencatatan Oleh SKPD Pencatatan Oleh SKPD
o Uraian Debit Kredit Uraian Debit Kredit
1 Aset Tidak
Berwujud
Saat aset Aset Tidak Berwujud XXX Tidak ada
diterima Utang Belanja XXX jurnal
Saat Utang Bjelanja XXX Tidak ada
Pembayaran Kas di Bendahara X% Carnal
UP/GU/TU Pengeluaran g
Saat Utang Belanja XXX RK SKPD XXX
Pembayaran Kas di Kas
LS RK PPKD XXX Daerah XXX
2 Aset lain-lain | Aset lain-lain XXX
Akumulasi Tidak ada
XXX .
Penyusutan jurnal
Aset Tetap Xxx

Ilustrasi Kasus:

1) SKPD N membeli software penatausahaan bendahara dan

akuntansi yang dikembangkan pihak ketiga dengan nilai
kontrak sebesar Rp.250.000.000,00. Pada tanggal 15 Maret
2015, pihak ketiga menyerahkan software tersebut kepada
SKPD N dan langsung dilakukan instalasi ke semua SKPD.
SP2D - LS atas pembelian software tersebut terbit pada tanggal
21 Maret 2015.

2) Pada tanggal 31 Desember 2015, menurut catatan pengurus

barang, SKPD N memiliki aset tetap yang sudah dihentikan
pemakaiannya berupa komputer sebanyak 6 unit dengan nilai
perolehan Rp.30.000.000,00. Akumulasi penyusutan atas 6
unit komputer tersebut per tanggal 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp.27.000.000,00. 6 unit komputer yang sudah tidak
dipakai tersebut kemudian direklasifikasi ke dalam aset lain-

lain.
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Nomor Kode q q 5
No | Tanggal Bukti | Rekening Uraian Debit Kredit
15-Mar- | 9/BA/ . .
1 15 11/15 1.5.3.05.01 | Aset lain-lain - software 250.000.000
2.1.5.02.14 Utang Belanja Software 250.000.000
21-Mar- | 15/KK .
15 /11/15 2.1.5.02.14 | Utang Belanja Software 250.000.000
3.1.3.01.01 RK PPKD 250.000.000
Belanja Jasa Konsultasi —
5.2.2.XX.XX Pembuatan Software 250.000.000
3.1.20501 | CstimasiPerubahan 250.000.000
SAL
31-Des- 59/B
15 M/XII | 1.5.4.01.16 | Aset lain-lain — Komputer 3.000.000
/15
Akumulasi Penyusutan
1.3.7.01.16 Peralatan Komputer 27.000.000
1.3.2.16.02 Peralatan Komputer 30.000.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG
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